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KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) DALAM 
REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN 

KESEHATAN 
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DASAR HUKUM PENERAPAN KSWP

Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi (Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2018) 

Peraturan BPOM
Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di 

Lingkungan BPOM



➢Definisi :
Kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM untuk memperoleh Keterangan Status
Wajib Pajak (Peraturan BPOM No. 31 tahun 2019, pasal 1)

➢Tujuan :
Melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu dilakukan
konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

KSWP 
(KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK)

Pasal 2 disebutkan :

✓Ayat (1) : Setiap Pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

✓Ayat (2) : Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan sebelum Pelayanan Publik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha.

✓Ayat (3) : Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
izin edar Obat Tradisional dan izin edar Suplemen Kesehatan



NON VALID VALID

VALID

STATUS KSWP

VALID

Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi
Direktorat Jenderal Pajak

Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 
(dua) tahun pajak terakhir

Proses permohonan pelayanan publik dapat diproses lebih lanjut

Tidak memenuhi ketentuan seperti KWSP Valid

Proses permohonan pelayanan publik belum dapat diproses lebih
lanjut



PENERAPAN KSWP

Sesuai Peraturan BPOM No. 31 tahun 2019 Pasal 9, Penerapan
KSWP paling lambat :
6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan :
22 April 2020 , namun masih proses integrasi sistem ASROT 
dengan sistem pada DJP

Implementasi

Minggu ke- IV 

Bulan Juli 2020



Integrasi sistem ASROT dengan sistem DirJen Pajak

TEKNIS PELAKSANAAN KSWP

Verifikasi
KSWP  

otomatis
Status KSWP

VALID
Status KSWP 
NON VALID

Billing ID TERBIT Billing ID TIDAK TERBIT



BAGAIMANA JIKA KSWP DINYATAKAN NOT VALID/ TIDAK VALID?

Pelaku usaha mengecek status KSWP di portal DJP Online masing-masing pada menu layanan, kemudian
pilih KSWP, atau

1

Pelaku usaha dapat menghubungi Kantor Pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak 1 500 2002
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PENCANTUMAN LOGO GERNAS BBI PADA KEMASAN & 
MEDIA PROMOSI OT & SK



Dasar

• Adanya keresahan
UMKM akibat
penurunan penjualan
yang disebabkan oleh
pandemi Covid -19 →
Gerakan Nasional
Bangga Buatan
Indonesia → UMKM 
dapat bergabung
dengan platform digital

Penerapan

• Dalam rangka mendukung
Gernas BBI ini maka Deputi 
Bidang Pengawasan OTSKKos
menghimbau untuk
mencantumkan logo BBI pada
kemasan / materi iklan produk
Lokal Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan

Dampak

• Meningkatkan
kecintaan terhadap
produk lokal

• Meningkatkan
penjualan produk-
produk UMKM
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PENCANTUMAN LOGO GERNAS BBI PADA 
KEMASAN & MEDIA PROMOSI OT & SK



Dasar

• Adanya keresahan
UMKM akibat
penurunan penjualan
yang disebabkan oleh
pandemi Covid -19 →
Gerakan Nasional
Bangga Buatan
Indonesia → UMKM 
dapat bergabung
dengan platform digital

Penerapan

• Dalam rangka mendukung
Gernas BBI ini maka
Deputi Bidang 
Pengawasan OTSKKos
menghimbau untuk
mencantumkan logo BBI 
pada kemasan / materi
iklan produk Lokal Obat
Tradisional dan Suplemen
Kesehatan

Dampak

• Meningkatkan
kecintaan
terhadap produk
lokal

• Meningkatkan
penjualan
produk-produk
UMKM





TERIMA KASIH
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SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

penilaianot_sm@yahoo.com @registrasi.otskkoshttps://asrot.pom.go.id/asrot


